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PENETAPAN
Nomor 0047/Pdt.P/2019/PA.Pw
2L .
@@M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan
penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai
Pemohon I.

PEMOHON I, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan lbu
Rumah Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Buton, sebagai
Pemohon II.
Selanjutnya Pemohon | bersama dengan Pemohon Il disebut
para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemaohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 20 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Pasarwajo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor
0047/Pdt.P/2019/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2017, Pemohon | dengan Pemohon Il
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Bombana;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus jejaka dalam
usia 30 tahun, dan Pemohon Il berstatus perawan dalam usia 22 tahun
pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman kandung Pemohon I
bernama PAMAN PEMOHON Il, dan dihadiri saksi nikah dua orang
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diantaranya bernama (SAKSI NIKAH 1) dan (SAKSI NIKAH 1) dengan
maskawin berupa cincin emas 2 gram;

3. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada pertalian nasab,
pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian
sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk
melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon | dengan Pemohon Il
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 1
masing-masing bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 1 tahun 9 bulan:

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut dan
selama itu pula Pemohon | dengan Pemohon Il tetap rukun sampai
sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon | dengan Pemohon Il tidak
mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon Il tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena
Kabupaten Bombana dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh
pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada
KUA yang berwenang;

7. Bahwa sementara saat ini Pemohon | dengan Pemohon Il membutuhkan
Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan serta kepentingan hukum
lainnya;

8.

Bahwa Pemohon | dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk

menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon | dengan Pemohon II;
9.

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
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Primer.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon | dengan Pemohon Il yang
dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 2017 di Desa Balo, Kecamatan
Kabaena Timur, Kabupaten Bombana;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex
Aquo et bono);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan
pengumuman Pengadilan Agama Pasarwajo mulai tanggal 21 Agustus 2019
untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan,
namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan
keberatan ke Pengadilan Agama Pasarwajo sehubungan dengan permohonan
Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir
sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi
dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat permohonannya, para Pemohon telah

mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon | (Mustamin) NIK
7404110107600067 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton
tanggal 16 Oktober 2018, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya,
setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Pemohon Il (Asrayani)
Nomor 474/127 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wabula Kecamatan
Wabula Kabupaten Buton tanggal 20 Agustus 2019, telah dinazegelling dan
diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya

ternyata cocok (bukti P.2);
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Bahwa selain telah mengajukan bukti tertulis, untuk membuktikan dalil-
dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang
masing-masing adalah:

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah paman
Pemohon II;

- Bahwa hubungan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah suami istri, dan
saksi mengetahui pernikahan para Pemohon

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon II menikah di Desa Balo,
Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, pada tanggal 15
Januari 2017;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah paman
kandung Pemohon II bernama PAMAN PEMOHON Il karena ayah
kandung Pemohon Il sedang sakit, dimana ayah kandung Pemohon I
mewakilkan kepada adiknya;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab
kabul adalah saksi sendiri (SAKSI NIKAH [) dan SAKSI NIKAH 11;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il berupa
cincin emas 2 gram;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus jejaka dalam usia 30
tahun, dan Pemohon Il berstatus perawan dalam usia 22 tahun;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak mempunyai hubungan
darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikabh;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il juga tidak mempunyai hubungan
susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikabh;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan
atas pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon | dengan Pemohon Il
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1
orang anak bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 1 tahun 9 bulan;
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- Bahwa itsbat nikah para Pemohon diajukan karena pernikahan Pemohon
| dengan Pemohon Il tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama manapun,
dengan alasan pada waktu terjadinya pernikahan dulu, petugas yang
dimintakan bantuan oleh para pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan
pernikahan Pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang
dimaksudkan, olehkarena itu para Pemohon ingin pernikahannya
disahkan bertujuan agar adanya kepastian hukum dan dapat digunakan
untuk kepentingan hukum lainnya;

2. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah kakak
kandung Pemohon II;

- Bahwa hubungan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah suami istri, dan
saksi mengetahui pernikahan para Pemohon

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il menikah di Desa Balo,
Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, pada tanggal 15
Januari 2017;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah paman
kandung Pemohon Il bernama PAMAN PEMOHON Il karena ayah
kandung Pemohon Il sedang sakit, dimana ayah kandung Pemohon I
mewakilkan kepada adiknya;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab
kabul adalah SAKSI NIKAH | dan SAKSI NIKAH 1I;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il berupa
cincin emas 2 gram;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus jejaka dalam usia 30
tahun, dan Pemohon Il berstatus perawan dalam usia 22 tahun;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak mempunyai hubungan
darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il juga tidak mempunyai hubungan

susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikabh;
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- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan
atas pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon | dengan Pemohon II
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1
orang anak bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 1 tahun 9 bulan;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon diajukan karena pernikahan Pemohon
I dengan Pemohon Il tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama manapun,
dengan alasan pada waktu terjadinya pernikahan dulu, petugas yang
dimintakan bantuan oleh para pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan
pernikahan Pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang
dimaksudkan, olehkarena itu para Pemohon ingin pernikahannya
disahkan bertujuan agar adanya kepastian hukum dan dapat digunakan
untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan
mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi KTP Pemohon | dan Surat
Keterangan Berdomisili Pemohon 1), merupakan bukti sah sesuai ketentuan
Pasal 285 RBg, dan berdasarkan bukti tersebut para Pemohon bertempat
tinggal di daerah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo dan beragama Islam,
maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum
Islam, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Pasarwajo, dan para
Pemohon berkualitas sebagai legitima persona standi in judicio dan mempunyai
kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa permohonan lItsbat Nikah para Pemohon telah
diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata
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tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah
tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan
atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah
menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Januari 2017 di Desa Balo,
Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, dengan wali nikah paman
kandung Pemohon Il bernama PAMAN PEMOHON II karena ayah kandung
Pemohon Il sedang sakit, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2
gram, dihadiri 2 orang saksi bernama SAKSI NIKAH | dan SAKSI NIKAH II, saat
menikah Pemohon | berstatus berstatus jejaka dalam usia 30 tahun, dan
Pemohon Il berstatus perawan dalam usia 22 tahun, antara Pemohon | dan
Pemohon Il tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon | dan
Pemohon Il tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon | dan
Pemohon Il membutuhkan bukti pernikahan sah agar adanya kepastian hukum
dan serta dapat digunakan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini
adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat
dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon |
dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai
pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, para Pemohon telah
mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI | dan SAKSI Il, para saksi tersebut adalah
orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya
sendiri, disampaikan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi
keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara
ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan
dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat
halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai
kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan
Pasal 172 RBg dan Pasal 308 RBg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian
yang dapat diterima;
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Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki
kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para
Pemohon ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil
tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang
dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah
dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan
fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon Il pada
tanggal 15 Januari 2017 di Desa Balo, Kecamatan Kabaena Timur,
Kabupaten Bombana, dengan wali nikah paman kandung Pemohon Il
bernama PAMAN PEMOHON Il karena ayah kandung Pemohon Il sedang
sakit, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram, dihadiri 2
orang saksi bernama SAKSI NIKAH | dan SAKSI NIKAH II;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus jejaka dalam usia 30 tahun,
dan Pemohon Il berstatus perawan dalam usia 22 tahun;

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada larangan menikah
secara hukum;

- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas
pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II;

- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon | dengan Pemohon I
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang
anak bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 1 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka
pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon Il yang terjadi pada 15 Januari
2017 di Desa Balo, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, ternyata
telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah
mememenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14,
21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang
menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor
1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah
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memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf () Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang
mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri,
hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-
lain; sementara pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il meskipun telah
dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena
tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon
sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat
memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut
dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | dan
Pemohon Il tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam pernikahan adalah akad yang
sangat kuat (mitsagan ghalidzan), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga keberadaannya
perlu dilindungi oleh hukum Negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan
bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan
secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang
berwenang sebagimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974 Jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 8 Jo. Pasal
35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il senyatanya
belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku; kondisi mana disadari
sepenuhnya oleh Pemohon | dan Pemohon Il dengan beritikad baik
mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh
pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan
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hukum; oleh karenanya berdasarkan penetapan ini Pemohon | dan Pemohon Il

harus mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama setempat;
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya

perkara dibebankan kepada para Pemohon;
Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (PEMOHON 1) dengan
Pemohon Il (PEMOHON 1I), yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 15
Januari 2017 di Desa Balo, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten
Bombana;,

3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan
perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wabula
Kabupaten Buton;

3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp
616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari

Senin tanggal 11 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal

Muharram 1441 Hijriah oleh Sholihin, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim, penetapan

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hakim tersebut, dan dibantu oleh Adnan, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera, dengan

dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

ttd
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Sholihin, S.Ag.,M.H.

Panitera,
ttd

Adnan, S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan Rp. 500.000,-
5. Redaksi Rp. 10.000,-
6. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 616.000,-
(enam ratus enam belas ribu rupiah)
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